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Hlm. 16-41   Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   16  STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG SEWA MENYEWA RAHIM   ENTI ASTRIANINGSIH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram  Abstrak Perekembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran telah memberikan angin segar atas kendala pasangan suami istri yang tak kunjung mendapatkan keturunan. In vitro fertilization atau lebih dikenal dengan bayi tabung adalah cara baru dalam hal reproduksi manusia, ada satu metode dari perkembangan teknologi tersebut saat sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka cara yang ditawarkan oleh teknologi dengan cara hasil pembuahan di luar rahim yaitu sewa menyewa rahim atau surrogate mother. Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya istri.  Kata Kunci: Sewa Menyewa, Rahim, Hukum Islam, dan Hukum Perdata.   A. PENDAHULUAN Manusia adalah mahluk Tuhan yang paling sempurna penciptaannya. Oleh karena kesempurnaannya itu manusia diunggulkan dari pada mahluk Tuhan yang lainnya. Secara fitrah manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan akal yang sempurna. Karena dengan adanya akal-pikiran tersebut manusia mampu membaca, memahami dan meneliti alam semesta. Pemahaman alam semesta akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Pada abad ke XX kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sedemikian pesat, karena muncul berbagai macam penemuan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia khususnya di bidang kedokteran. Salah satunya adalah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan di luar rahim yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan in vitro fertilization atau lebih dikenal dengan bayi tabung. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  17   Bayi tabung ialah usaha manusia untuk membuahi telur wanita (ovum) di luar tubuh wanita (in vitro), yakni di dalam sebuah tabung gelas, sedangkan cara alami pembuahan (fertilisasi) terjadi di dalam tubuh wanita (in vivo).1  Sejalan dengan pembuahan in vitro fertilization (IVF) yang semakin pesat, ada satu metode dari perkembangan teknologi tersebut saat sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu cara yang ditawari oleh teknologi dengan cara hasil pembuahan di luar rahim yaitu sewa menyewa rahim atau surrogate mother. Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat (gestational agreement).2 Ditinjau dari hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasab anak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Apakah wanita yang mengandung hingga melahirkan atau wanita yang menitipkan janin dalam hal ini adalah wanita si pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilik rahim. Pensyariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:3                                                           1  Ahsin W. Al-hafidz, Fikih Kesehatan (Jakarta:Amzah, 2010), h. 146-147.   2 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 3.   3 QS. Ar-Ruum (30): 21. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  18   =?َُACَۡD EَFَGََو IَJCَۡKِإ ْاQُٓA?ُRَۡSﱢK IGٗ َٰوَۡزأ =ۡ?ُRُِYZَأ [ۡ ﱢ\ =?َُK ]ََ^_َ َۡنأ ٓۦbِِS َٰcاَء [ۡ\َِو َنوeُﱠ?َYَSَc ٖمQَۡiﱢK jٖ َٰcٓkَ lَِK َٰذ nِo ﱠِنإ ًۚrsَtَۡرَو ٗة ﱠدQَ ﱠ\٢١   Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Penerapan bayi tabung dengan meminjam rahim orang lain atau biasa dikenal dengan surrogate mother awalnya terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi maupun suka rela. Terutama pada masyarakat yang status ekonominya rendah, seperti negara-negara India, Bangladesh maupun China.4 Kasus sewa menyewa rahim lainnya adalah yang pernah terjadi di Amerika serikat pada bayi Melissa, di mana ibu pengganti tidak mau menyerahkan anaknya kepada ibu pemesan karena sudah merasakan adanya ikatan dengan sang bayi bahkan selama kehamilan. Sehingga terjadilah perselisihan di Pengadilan Superior Court New Jersey.5 Proses sewa menyewa rahim atau surrogate mother cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus interfilitas, tetapi ternyata proses ini terkendala pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum perikatan nasional, terlebih-lebih objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai jasa. Pertanyaan yang selama ini mengemuka adalah adakah praktik sewa rahim di Indonesia? Praktik sewa rahim ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam dan tertutup di kalangan keluarga. Kasus sewa rahim yang                                                           4 Desriza Ratman, Surrogate Mother, h. 37-38. 5 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 24.   
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  19  sempat mencuat adalah artis terkenal yang diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri dengan suatu imbalan materi dan sebuah mobil mewah.6 Di dalam sewa rahim atau surrogate mother yang terjadi di sini adalah adanya suatu pengingkaran terhadap kodrat seorang wanita yang mempunyai fungsi untuk mengandung melahirkan, menyusui dan merawat bayinya serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang atau sudah tidak berharga lagikah nilai sebuah “rahim” sampai harus disewakan layaknya benda/barang pada umumnya untuk mendatangkan nafkah bagi nya (ibu pengganti). Sewa rahim atau surrogate mother di Indonesia, belum ada suatu peraturan khusus yang mengaturnya sehingga terganjal oleh peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu di dalam KUHPer, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Permenkes Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu, yang hanya memperbolehkan pembuahan di luar rahim terbatas pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Selain itu persoalan sewa rahim adalah terkait dengan moral yaitu mengenai identitas anak hasil sewa rahim kelak. Secara moral apakah dibenarkan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu pengganti (surrogote mother), meski bukan berasal dari benih ibu tersebut, kemudian diserahkan begitu saja kepada keluarga (pasangan suami istri) yang menyewa rahim. Bahwa rahim yang dimiliki perempuan bukanlah mesin produksi, namun adalah organ reproduksi manusia, yang proses pembuahan, masa mengandung dan melahirkan dengan nilai-nilai moral.  Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lagi kegiatan sewa menyewa rahim di Indonesia harus dibahas secara serius karena dampak ikutan terhadap kegiatan ini bukan saja dirasakan pada saat selesainya waktu “sewa menyewa”, tetapi mungkin saja akan timbul permasalahan akibat hukum, khususnya atas status anak yang dilahirkannya serta perlindungan                                                           6 Desriza Ratman, Surrogate Mother, h. 39.   
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  20  terhadap “hak anak”. Hukum sewa-menyewa (KUHPer) terhadap nilai suatu rahim, apakah layak disamakan seperti nilai sebuah “benda/barang” sebagai hak milik untuk disewakan sebagai pencari nafkah, atau memberikan jasa penyewaan/sewa menyewa rahim untuk mengandung dan melahirkan benih orang lain suatu tindakan yang dapat dibenarkan?. Pada praktek dan kenyataannya, perjanjian sewa rahim antara sepasang suami istri dengan ibu pengganti memunculkan pertanyaan dan permasalahan mengenai bagaimana kekuatan hukum perjanjian sewa rahim dan bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari rahim si ibu pengganti. Maka penelitian ini akan berupaya mengungkap tiga permasalahan yakni pertama: Bagaimana konsep sewa menyewa rahim menurut hukum Islam; kedua. Bagaimana konsep sewa menyewa rahim menurut hukum perdata?; ketiga. Dimana letak persamaan dan perbedaan antara konsep Islam dan konsep hukum perdata tentang sewa menyewa rahim?.  B. METODOLOGI Pendekatan yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute aproach) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa rahim, seperti: KUHPer, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang sewa menyewa rahim yang diatur dalam hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu sebuah proses penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti untuk kemudian dapat dibandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  21  Sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh.7 Adapun sumber data dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: a. Data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang berisikan pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun ide yang mencakup buku, majalah, serta perundang-undangan yang dijadikan bahan penelitian.8 Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primernya adalah: buku Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia karangan Desriza Ratman, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata karangan Salim HS, Biologi Reproduksi Reproductive Biology karangan Koes Irianto dan sumber lain yang sesuai dengan tema yang diteliti. b. Data Sekunder. Yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian seperti: Sayyid Sabiq, Yusuf Qaradhawi, KUHPer, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.9                                                           7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h. 172 8 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 54. 9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitaif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 89. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  22  Sesuai dengan jenis penelitian ini (library research), data primer dan data sekunder diatas dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode komparatif. Komparatif adalah metode yang dipakai untuk membandingkan dua konsep atau lebih untuk mencari makna yang utama atau yang menentukan dimana persamaan dan perbedaan dan setelah itu semua baru diambil yang lebih kuat dari hasil perbandingan.10 Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kompratif. Dimana membandingkan persamaan dan perbedaan konsep Islam dengan hukum perdata tentang sewa menyewa rahim tersebut. Setelah analisis dilakukan, tahap ahir dari sebuah penelitian adalah melakukan validasi data untuk dapat menemukan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.11 Adapaun validasi data dalam penelitian ini mengunakan beberapa cara yakni Perpanjangan Waktu Penelitian, Ketekunan Pengamatan, Triangulasi dan yang terakhir adalah Kecukupan Refrensi.  C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hukum Sewa Menyewa Rahim Menurut Hukum Islam Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik. Dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur oleh agama, maka anak-anak dan keturunan akan terpelihara dengan baik, baik yang berkaitan dengan nasab dalam arti asal-usul seseorang, maupun terpelihara dalam arti jasmani dan rohaninya. Setiap pasangan yang telah menikah umumnya sangat mendambakan anak sebagai keturunan dari perkawinan mereka itu. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat ataupun susah untuk mendapatkan keturunan, baik dengan cara konsultasi dokter, melakukan terapi kesuburan, mengangkat anak angkat (adopsi) sampai pada hal yang berbau pada kepercayaan tertentu bahwa bisa memancing kehamilan.                                                           10 Ibid., h. 9. 11 Sugiyono, Memahami Penelitian, h. 117. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  23  Hadirnya seorang anak merupakan anugerah bagi pasangan suami-istri, namun tidak semua pasangan dapat memiliki anugerah yang istimewa tersebut. Perspektif Islam, anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Kahfi ayat 46:  ُلIsَKۡٱ  َو َKۡٱ َنQُA  ُrَAcِز ِةQَٰCَKۡٱ  ۖIَCZۡ ﱡKٱ  َو ُj َٰCِi َٰKۡٱ  ُj ٰَِ^ ٰﱠKٱ  lَﱢDَر َAِ eٌCۡ_َ  ٗ\ََأ eٌCۡ_ََو IDٗاQََ٤٦   Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.12  Kehadiran seorang anak yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan sebuah keluarga, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebahagiaan suatu rumahtangga dengan adanya keturunan atau keberadaan seorang anak. Ketidakhadiran seorang anak ditengah-tengah pasangan suami-istri seringkali menyebabkan suatu permasalahan. Ketidakharmonisan yang dapat berujung pada keretakan rumah tangga atau perceraian. Keretakan rumah tangga yang disebabkan karena infertilitas (susah memiliki anak) ini biasanya terjadi tanpa melihat siapa penyebab dari infertilitas pada pasangan suami-istri tersebut, apakah infertilitas itu datang dari pihak suami maupun dari pihak istri, sedangkan hadirnya seorang anak merupakan tanda dari cinta kasih pasangan suami-istri, tetapi tidak semua pasangan dianugrahi seorang anak. Kemajuan dalam bidang kedokteran tidak bisa disangkal lagi. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin spetakuler. Oleh karena banyaknya hasil yang diperoleh melalui penelitian di bidang kedokteran, maka muncullah human engineering, atau rekayasa manusia. Istilah ini dirumuskan sebagai aplikasi ilmu-ilmu manusia (biologi, genetika dan kedokteran) dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik dan rekayasa                                                           12 QS AL-Kahfi (18): 46 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  24  dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit, perencanaan keturunan dan peningkatan kualitas manusia.13 Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pengobatan pada masa sekarang ini, dimana sekelompok ahli ilmu kedokteran bekerja sama dengan ilmu teknologi, yaitu mengawinkan sperma dan ovum diluar rahim dalam sebuah tabung, setelah terjadi pembuahan disarangkan dalam rahim wanita. Kemudian akan menghasilkan bayi sebagaimana bayi yang diperoleh secara wajar. Pelaksanaan bayi tabung ini semata-mata untuk mengatasi kesulitan para ibu yang tidak bisa memperoleh keturunan secara alami. Suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka disyaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya dalam masalah bayi tabung. Jika spermanya berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telurnya berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “Siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.14 Islam membenarkan bayi tabung/inseminasi buatan apabila dilakukan antara sel sperma dan ovum suami istri yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri,                                                           13 Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan (Jakarta: Amzah, 2010), h. 142. 14 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 659. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  25  maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak.15 Di sini akan tampak perbedaan antara tradisi kelahiran manusia dan kelahiran hewan, hewan tidak ada permasalahan siapa ayah atau silsilah, tetapi manusia senantiasa memerlukan kejelasan baik pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. a. Pendapat Yang Membolehkan dan Melarang Adanya Praktik Sewa Menyewa Rahim Dalam pembicaraan hukum Islam antara “sah” dan “haram” itu terkadang berjalan bersama-sama. Sebagai contoh adalah sewa menyewa rahim, ada pendapat yang membolehkan dan melarang, yaitu: 1) Pendapat yang membolehkan adanya praktik sewa menyewa rahim adalah:16 a) Dr. Ali Akbar. Menyatakan bahwa menitipkan bayi pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. b) Prof. Drs. Husain Yusuf, juga memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. c) H. Salim Dimyati. Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan                                                           15 Abd. Wahid, Agama dan Kesehatan, h. 64. 16 Ibid., h. 334. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  26  kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. 2) Pendapat yang melarang adanya praktik sewa menyewa rahim (surrogate mother) adalah: a) Majelis Ulama Indonesia/MUI, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:17 • Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dan hukumnya mubah (boleh) sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. • Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zariah sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya). • Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zariah sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. • Bayi tabung yang sperma dan ovumnyanya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina) dan                                                           17 Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 603-604. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  27  berdasarkan kaidah Sadd az-zariah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. b) The International Islamic Senter for Popolation Studies and Research, Cairo-Mesir, November 2000:18 • In Vitro Fertilization diperbolehkan kecuali menggunakan sperma, ovum atau embrio dari donor • Pre-Implantion Genetic Diagnosis (PGD) diperbolehkan untuk alasan medik, untuk menghindari penyakit keturunan. • Penelitian-penelitian untuk pematangan folikel, pematangan oosit in vitro dan pertumbuhan oosit in vitro diperbolehkan • Implantasi embrio pada suami yang sudah meninggal belum mempunyai keputusan yang tetap • IVF pada wanita menopause dilarang karena mempunyai resiko yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayinya • Transpalantasi uterus masih dalam pertimbangan, diperbolehkan untuk penelitian pada binatang c) Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Mujamma’ Fiqih Islami: lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali karena dapat mengakibatkan pencampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat:19 • Sperma yang diambil dari pihak lelaki yang disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya • Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.                                                           18 Desriza Ratman, Surrogate Mother, h. 84-85. 19 Ibid., h. 85-86. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  28  • Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut • Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri • Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. d) Nahdatul Ulama (NU). Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada 1981. Keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung:20 • Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram • Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara‟ e) Ulama Saudi Arabia. Menurut salah satu putusan Fatwa Ulama Saudi Arabia, disebutkan bahwa alim ulama di lembaga riset pembahasan ilmiyah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam di kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa pelarangan praktik bayi tabung. Karena praktik tersebut akan menyebabkan terbukanya aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya                                                           20 Abd. Wahid, Agama dan Kesehatan, h. 66-67. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  29  rahim. Kendatipun mani yang disuntikkan ke dalam rahim wanita tersebut adalah mani suaminya.21 f) Syaikh Nashirudin Al-Albani. Syaikh Nashruddin Al-Albani sebagai tokoh ahli Sunah Wal Jamaah berpendapat lain, beliau berpendapat sebagai berikut: “Tidak boleh, karena proses pengambilan mani (sel telur wanita) tersebut bersekuensi minimalnya sang dokter (laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat wanita lain (bukan istri sendiri) hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan maninya ke istrinya dengan cara haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut, dan ini pun tidak boleh. Lebih dari itu, menempuh cara ini merupakan sikap taklid terhadap peradaban orang-orang Barat (kaum kuffar) dalam perkara yang mereka minati atau sebaliknya mereka hindari. Seseorang yang menempuh cara ini untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberi rezeki oleh Allah berupa anak dengan cara alami (yang dianjurkan syariat), berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah SWT. Jikalau saja Rasulullah SAW menganjurkan dan membimbing kaum muslimin untuk mencari rezeki berupa usaha dan harta dengan cara yang halal, maka lebih-lebih lagi tentunya Rasulullah SAW menganjurkan dan membimbing mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat (halal) dalam mendapatkan anak.22                                                           21 Ibid., h. 67. 22 Ibid., h. 69-70 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  30  g) Ulama di Malaysia. Ulama di Malaysia yang tergabung dalam jabatan Kemajuan Islam Malaysia memberi fatwa tentang bayi tabung yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:23 • Bayi tabung uji dari benih suami istri yang dicantumkan secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. sebaliknya benih yang diambil dari bukan suami istri yang sah bayi tabung itu adalah tidak sah • Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pesaka dari keluarga yang berhak • Sekiranya benih dari suami atau istri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam Bayi tabung yang menggunakan cara surrogate mother (ibu pengganti) adalah suatu usaha untuk membantu istri yang mengalami kerusakan pada rahimnya sehingga sulit untuk hamil, sedangkan ovumnya baik. Cara ini juga dapat dimanfaatkan oleh seorang istri yang mementingkan karier atau ingin mempertahankan badan yang atletis, tetapi ia mendambakan seorang anak. Oleh karena itu ia menitipkan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami-istri ke dalam rahim surrogate mother. Dalil-dalil syar‟i yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan sewa menyewa rahim, ialah sebagai berikut: a. Al-Qur‟an  ۡ=ُُٓؤIRَِZ  ۚ=ۡ?ُRُِYZَkِ ْاQ\ُ ﱢََو ۖ=ُۡSۡِ ٰﱠZَأ =ۡ?َُeۡtَ ْاQُَۡo =ۡ?ُﱠK ٞثeۡtَ  َو ْاQُiﱠٱ  َ ﱠ¡ٱ  َو ْاQٓsَُ^ۡٱ  eِ ﱢ¢َDَو ُۗهQُi َٰ^ ﱡ\ =?ُﱠZَأ َ[CِA\ِ¥ۡsُKۡٱ ٢٢٣    Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan                                                           23 Ibid., h. 70. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  31  ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. 24  ﱠ§ِإ =ُۡJُS َٰJ ﱠ\ُأ ِۡنإnِٔـٓ ٰﱠKٱ  ۚ=ُۡJَZَۡKَو  Artinya: Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.25 b. Hadits 1) Nabi melarang inseminasi buatan dengan mani yang bukan dari suaminya atau “mani donor”. Nabi bersabda:26 ªZذ [\ I\ «Z [\ ﷲ A =«ا كe¢Kا FD IJF®و rY E¯c § =tر no EGر  Artinya: Tidak ada suatu dosa di sisi Allah sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya. (HR. Muslim). 2) Inseminasi buatan dengan “mani donor” berarti meletakkan mani laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya dan hal ini dianggap sama dengan zina, sebagaimana Rasulullah bersabda:27 [\ نI [\¥c ¡ID مQCKاو e_kا o [CiRc هءI\ عرز bC_أ Artinya: Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. (HR. Abu Dawud). c. Kaidah hukum fiqh: ءرد YsKاﺳI Kوأ [\ ª^G ^sKا² Artinya: “Menghindari madharat (bahaya) harus di dahulukan atas mencari maslahah” Inseminasi buatan/bayi tabung dengan donor sperma dan ovum lebih mendatangkan mudharat dari pada maslahah. Maslahahnya adalah dapat membantu sepasang suami istri yang keduanya atau salah satunya                                                           24 QS Al-Baqarah (2):223 25 QS Al-Mujadilah (58):2 26 Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan, h. 145. 27 Ibid., h. 145-146. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  32  mandul atau ada hambatan medis. Namun, mafsadahnya jauh lebih besar, antara lain sebagai berikut: • Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan. • Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam. • Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah. • Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. • Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi. • Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipanyang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. Praktik memindahkan embrio ke rahim wanita lain berbeda dengan bayi tabung yang diperbolehkan selama sperma dan sel telur yang dipertemukan ditanam kembali ke rahim sang istri. Pemanfaatan rahim diluar perkawinan diharamkan, disebabkan oleh banyaknya mudharat yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan manfaatnya.28 a. Semua ahli fikih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan dari Allah dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. Demikian pula dengan laki-laki yang dicoba oleh Allah dengan tidak bisa menghasilkan sperma, menghasilkannya tetapi mati atau menyerupai                                                           28 Ashar, “Pemindahan Embrio Ke Rahim wanita lain Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Jurnal Pemikiran Hukum Islam, (ed Juni 2015), h. 84. Dalam http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/download/337/285, diambil tanggal 17 Juli 2016, pukul 20.48 WITA. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  33  mati. Mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan kemandulan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an:29 tΑ$ s% óΟçGΨtΒ#u … çµs9 Ÿ≅ö6 s% ÷βr& tβsŒ# u öΝä3s9 ( …çµ ¯ΡÎ) ãΝä.ç Î6 s3s9 “ Ï%©!$# ãΝä3yϑ¯=tæ t ós Åb¡9$# t∃öθ |¡n=sù tβθ çΗs>÷ès? 4 £ yè ÏeÜs%_{ ôΜä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n=ã_ ö‘r& uρ ô ÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝä3¨Ψt7 Ïk=|¹_{uρ šÏèuΗød r& ∩⊆∪   (#θ ä9$s% Ÿω uö |Ê ( !$¯ΡÎ) 4’ n<Î) $ uΖÎn/u‘ tβθ ç7 Î=s)ΖãΒ ∩∈⊃∪      Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendak-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa.30 Ada sebagian orang yang atas kehendak-Nya terlahir dalam keadaan mandul. Kehendak-Nya ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa diobati, yang bisa dilakukan oleh mereka hanya bersabar dan ridha terhadap ketetapan-Nya. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang ibu dan ayah di panti-panti asuhan atau tempat pemeliharaan anak yang hilang. Dalam pandangan Islam bayi tabung yang terbentuk dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka berdua dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi kalau bayi tabung tersebut dari hasil bantuan donor sperma atau ovum orang lain yang tidak ada hubungan perkawinan yang sah, kemudian dimasukkan kedalam rahim orang lain                                                           29 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, h. 660. 30 QS. Asy-Syura (42): 49-50. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  34  (sewa rahim) maka hukumnya haram sama dengan zina dan kedudukan bayi tersebut sama dengan anak zina.31 Sebagaimana firman Allah: tÏ% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρã àÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪   āω Î) #’n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ¨ΞÎ* sù çö xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪     Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.32 Ibnu Hajar mengatakan bahwa menitipkan sperma dan suami dan indung telur ke rahim perempuan lain tidak sah dan haram, dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinasabkan kepada pemilik sperma.33 Ditinjau secara ilmu fikih dalam fenomena pabrik bayi ini pasangan atau siapapun dapat menitipkan sperma atau embrio mereka kemudian sperma maupun embrio tersebut ditanam dalam rahim seorang ibu pengganti yang dibayar dan jika mereka adalah individu tunggal maka sperma dapat dibeli dibank sperma untuk disuntikkan kedalam rahim ibu pengganti. Dokter Ahmad Zain Anajar menjelaskan bahwa penyewaan rahim seperti yang dilakukan pada pabrik bayi ini hukumnya adalah haram karena menyebabkan terjadinya pencampuran nasab meskipun embrio ditanam dalam rahim ibu pengganti berasal dari benih atau sel sperma dan sel telur pasangan yang sah suami-istri.34 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa Rahim Menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Kesehatan a. Dasar hukum sewa menyewa rahim menurut hukum perdata Tidak sahnya perjanjian yang dibuat berdasarkan KUH Perdata:                                                           31 Fazar Bayu Setiawan dkk, „‟Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia‟‟ Jurnal Private Law, (ed 01 Maret-Juni 2013), h. 72. Dalam http://download.portalgaruda.org/article, diambil tanggal 17 Juni 2016, pukul 09.48 WITA. 32 QS. Al- Mu‟minun (23): 5-6. 33 Sahal Mahfudh, Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (Surabaya: Diantama, 2006), h. 475. 34 Youtobe.com/BeritaIslamiTransTV, Diambil Tanggal 04 Juni 2016, Pukul 16.04 Wita. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  35  1) Tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat (sesuatu sebab yang tidak terlarang) karena perjanjian pada surrogate mother melanggar ketentuan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. 2) Pasal 1332 KUH perdata: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian” sehingga rahim bukanlah benda yang dimakusud pada hukum kebendaan yang dapat dijual atau disewakan. Jadi tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian terhadap syarat ketiga yaitu obek perjanjiannya (sesuatuhal tertentu). 3) Pasal 1339 KUH Perdata: perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifa perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 4) Rahim tidak termasuk benda untuk diseakan berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga rahim tidak bias memberikan kenikmatan atau dinikmati oleh penyewanya. b. Dasar hukum sewa menyewa rahim menurut undang-undang kesehatan Pelaksanaan surrogate mother yang berhubungan dengan tindakan medis, dimana ada peran tenaga medis dan sarana medis yang melakukan In Vitro Fertilization (dari orang tua biologis) yang dilanjutkan dengan Embryo Transfer (kepada wanita surrogate) terdapat aturan hukum yang mengaturnya serta sanksi yang mengikutinya:    
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  36  1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan: a) Pasal 72 huruf (b) “Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. b) Pasal 127 ayat (1) Upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. 2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 3. Pada fasilitas palayanan kesehatan tertentu 2) Permenkes RI No 039/Menkes/SK/1/2010 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu Pasal 2 ayat (3): Pelayanan Reproduksi Berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 40: a) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau interfitilitas untuk memperoleh keturunan. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  37  b) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. c) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama. d) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. 4) SK Dirjen Yan Medik Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS, terdapat 10 pedoman: a) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan (pedoman No. 1). b) Dilarang melakukan surrogacy dalam bentuk apa pun. 5) Sanksi terhadap pelanggaraan pelaksanaan metode kehamilan di luar cara alami bagi sarana atau fasilitas kesehatan (rumah sakit) hanya berupa sanksi administratif: a) Permenkes RI No. 039/Menkes/SK/1/2010 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu: Pasal 7 ayat (3): Dalam hal ditemukannya pelanggaran etik dalam penyelenggaraan teknologi reproduksi berbantu pada fasilitas pelayanan yang bersangkutan akan dicabut. b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 51 ayat (1) dan (2): 1. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  38  kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4). 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: • Teguran tertulis • Denda administrative • Pencabutan izin sementara dan/atau • Pencabutan izin tetap c) Belum adanya sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam praktik surrogate mother terhadap Pasal 127 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, bila dimasukkan kepada unsur perzinaan karena dilakukan bukan oleh pasangan yang sah pada UU yang bersangkutan, sedangkan KUH Pidana pada Bab Kejahatan terhadap kesusilaan bila dikatakan ada unsur perzinaan, tidak masuk pada pasal-pasal yang dimaksud karena tidak adanya unsur persetubuhan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, untuk pelaksanaan praktik terhadap surrogate mother tidak mungkin secara legal/terang-terangan dapat dilaksanakan di sarana atau fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia disebabkan:35 1. Hanya pasangan yang terikat perkawinan yang sah yang bisa melakukan kehamilan diluar rahim, sementara praktik surrogate mother tidak dilandasi oleh perkawinan yang sah 2. Hasil pembuahan di luar rahim, hanya boleh ditanamkan kembali kepada wanita di mana sel telur tersebut berasal, sementara pada praktik surrogate mother, hasil                                                           35 Desriza Ratman, Surrogote Mother, h. 104. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016  39  pembuahan ditanam pada wanita yang bukan sumber dimana asal sel telur itu berasal (wanita yang disewa) 3. Adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran metode kehamilan di luar cara alami terhadap sarana/fasilitas kesehatan 4. Adanya aturan yang melarang surrogacy dalam bentuk apa pun 5. Dengan demikian semua jenis surrogacy gestasional agreement (dengan indikasi medik dan tanpa imbalan) dan commersiel surrogate (tanpa indikasi medik dan dengan imbalan materi) tidak dapat dilakukan di sarana/fasilitas Kesehatan yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Persamaan dan Perbedaan Konsep Islam dan Hukum Perdata tentang Sewa Menyewa Rahim Persamaan dan perbedaan hukum sewa menyewa rahim menurut konsep Islam dan hukum perdata adalah: a. Persamaannya adalah: Baik di dalam konsep Islam maupun hukum perdata sama-sama tidak mengatur secara rinci tentang sewa menyewa rahim. b. Perbedaannya adalah: Perbedaannya terletak pada acuannya. Kalau konsep Islam acuannya Al-Qur’an dan hadist. Sedangkan hukum perdata acuannya pada pasal-pasal.  D. KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulannya adalah: 1. Dalam konsep Islam tidak ditemukan teks baik dalam Al-Qu’an maupun hadist tentang praktik sewa menyewa rahim. Kalaupun ada masih seputar pendapat para ulama kontemporer. 
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